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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWES
Nomor . %2 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA

KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca ¢ Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Mappamacca Nomor:024/SMK-PB-
BK/TU/MN/2021 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan [zin

Operasional Sekalah ;

Menimbang © a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 420/585-PSMK/DISDIK Tanggal : 16 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan
Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasll Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa

Bulukumba Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menelapkan Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan [zin

Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba .

Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Norfior 23 Tahun 2ownmng Pefmerin Daerah (Lembaran
2 Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5587) sebagajmana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undaﬂg-“urldang Nomor 9- T un 2015-13th9 Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah N

Berusaha Terintegrasi .
Tahun 2018 Nomor 90,

6215),

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014  Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;,

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tenlang

Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawes! Selatan.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

SIMAP PTSP 12.07-2021

KEPUT!
Nomor: 4 /K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA
KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:025/SMK PB-

BK/TU//2021 tanggal 10 Januar 2021 perihal Permohonan Penambahan Kompetensi
Keahlian;

° a. bahwa berdasarkan Sural Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 420/6381/PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan
Teknis SMKS Putra Bangsa al.ll!.'lm dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa
Bulukumba Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, periu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan lzin
Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba..

: 1. Undan -Undang Norfior 20 Tahun Sistem Pe n Nasional;
2. U : g N 23 Tahun. 2014 tent Pey:lﬂdma Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
~Republik Indonesia-Nomor 5587) aimana tefah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraluran Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014  Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penulupan Saluan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

SIMAP PTSP 12.07-2021

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWES| SELATAN
Nomor: & [K.02b/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA
KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

: Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:024/SMK PB-
BK/TU/XI11/2020 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penambahan Jurusan ;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Si

bahwa berdasarkan Sural Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 420/6380-PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Permintaan
Pertimbangan Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim
Verifikasi Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra
Bangsa Bulukumba Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Gu Sulawesi Selatan lentang Perubahan Izin
Operasional Sekolah SMKS Putra Bangsa Bulukumba. |

Sistem Pendidikan Nasional;
ang No ig Pemerintahan Daerah (Lembaran
‘a Republik 'In 244 n Lembaran Negara

telah diubah beberapa kali, terakhir

~—dengan Undang--Undang Nomor un 201&*té1tmg Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran

serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 fahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidik N sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014  Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraluran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

10.Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan  Nomor 26 Tahun 2019 Tentang
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR S
Nomor: % /K.020/PTSP/2021

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMKS PUTRA BANGSA BULUKUMBA
KEPADA YAYASAN MAPPAMACCA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca . Surat Permohonan dar Ketua YAYASAN MAPPAMACCA Nomor:024/SMK PB-
BR/TU/XI1/2020 tanggal 10 Januari 2021 perihal Permohonan Penambahan Jurusan,

Menimbang 3E

[ X

Mengingat

. bahwa berdasarkan Sural Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 420/6379-PSMK/DISDIK Tanggal : 30 Juni 2021 Perihal : Pertimbangan
Teknis SMKS Putra Bangsa Bulukumba dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Pada Tanggal 7 s/d 8 April 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Putra Bangsa
Bulukumba Layak di Berikan Perubahan |zin Operasional Sekolah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan lentang Perubahan Izin
Opmﬂonll Sekolah SMKS Putra Bnngsa Bulukumba.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mnﬂmg Sistem Pendidikan Nasional;
. Undang-L 'Noior 23 Tahun 2014'tentang Pem Daerah (Lembaran
N Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 n Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah beberapa kali, terakhir

~dengan Undang- Undang Nomor 9- Tahun 20161mnnu Perubahan Kedua Atas

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran

serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ftelah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor &«Mﬂ&bﬂ lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 te Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);

Peraturan Presiden Republik Indonesin Nomor 97 Tahun 2014  Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

10.Peraturan Gubermur Sulawes| Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
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